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ABSTRAK  - Guna melaksanakan ketentuan Pasal 304D ayat (5) Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perhubungan tentang Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi 
Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) 
UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 56 Tahun 2009 
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017; PERPRES No. 23 
Tahun 2022. 
 

  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum, tugas tenaga 
pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian, jenis dan klasifikasi 
tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian, standar 
kompetensi dan kualifikasi tenaga pelaksana pembangunan prasarana 
perkeretaapian, persyaratan dan prosedur sertifikasi tenaga pelaksana 
pembangunan prasarana perkeretaapian, buku sertifikat dan tanda 
pengenal tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian, 
kenaikan tingkat perpanjangan dan penggantian buku sertifikat tenaga 
pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian serta sanksi 
administratif. 
 

 CATATAN : -  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,                                  

14 Oktober 2024 dan di tetapkan tanggal 27 September 2024. 

 

  -  Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian yang belum 

memiliki Sertifikat Kecakapan atau Sertifikat Keahlian tetap dapat 

melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian dan wajib memiliki 

Sertifikat Keahlian tenaga pelaksana pembangunan prasarana 

perkeretaapian dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan 

Menteri ini mulai berlaku. 

 

  -  Lamp. : 11 hlm. 

 


